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 ABSTRACT  
This study discusses the impact of the increase in Value Added Tax (VAT) on 
the Indonesian economy using a literature study approach. VAT, as one of the 
main fiscal instruments, functions to increase state revenue for infrastructure 
development and public services. However, the increase in VAT rates also 
triggers an increase in the price of goods and services, which has an impact on 
people's purchasing power, especially low-income groups. In the short term, this 
can reduce consumption and hinder economic growth. This study emphasizes the 
importance of supporting policies, such as subsidies and strategic incentives, to 
mitigate the negative impacts of the increase in VAT. In addition, transparency 
and accountability in the management of state revenues are needed to ensure 
effective allocation. With the right policies, the increase in VAT can make a 
positive contribution to long-term economic growth, while maintaining public 
welfare. 

ABSTRAK 

Penelitian ini membahas dampak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai 
(PPN) terhadap perekonomian Indonesia dengan menggunakan 
pendekatan studi pustaka. PPN sebagai salah satu instrumen fiskal 
utama berfungsi untuk meningkatkan penerimaan negara guna 
pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Namun, kenaikan 
tarif PPN juga memicu kenaikan harga barang dan jasa yang 
berdampak pada daya beli masyarakat, khususnya kelompok 
berpendapatan rendah. Dalam jangka pendek, hal ini dapat 
menurunkan konsumsi dan menghambat pertumbuhan ekonomi. 
Penelitian ini menekankan pentingnya kebijakan pendukung, seperti 
subsidi dan insentif strategis, untuk memitigasi dampak negatif 
kenaikan PPN. Selain itu, diperlukan transparansi dan akuntabilitas 
dalam pengelolaan penerimaan negara agar alokasinya dapat berjalan 
efektif. Dengan kebijakan yang tepat, kenaikan PPN dapat 
memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi jangka 
panjang, sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat. 
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PENDAHULUAN 
 

PPN (Pajak Pertambahan Nilai) merupakan pajak yang pertama kali diperkenalkan pada 
tahun 1984 sebagai salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan negara dan mendorong 
pembangunan ekonomi. (Rafiq dkk., 2023) Sejak saat itu, PPN telah menjadi salah satu 
sumber pendapatan terbesar bagi pemerintah Indonesia. PPN dikenakan pada setiap tahap 
produksi dan distribusi barang atau jasa, dari produsen hingga konsumen akhir. Meskipun 
kontroversial karena dianggap memberatkan masyarakat, PPN tetap menjadi instrumen 
penting dalam kebijakan fiskal pemerintah Indonesia. Dengan PPN, pemerintah Indonesia 
dapat menghimpun dana yang dibutuhkan untuk membiayai berbagai program pembangunan 
dan pelayanan publik. Meskipun ada yang berpendapat bahwa PPN dapat menambah beban 
hidup masyarakat, tidak dapat dipungkiri bahwa pajak ini telah membantu meningkatkan 
kapasitas fiskal negara. Seiring dengan perkembangan ekonomi Indonesia, PPN terus 
dimodifikasi dan disesuaikan agar tetap efektif dalam menghasilkan pendapatan bagi 
pemerintah. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas nilai tambah barang dan jasa pada setiap 
tahapan produksi dan distribusi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 
tentang PPN [1]." (Rio, 2019)(Dhullo & Syermi, 2023) Dengan sistem PPN, pemerintah 
mampu memperoleh penerimaan yang cukup untuk membiayai program pembangunan yang 
sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Meskipun terdapat beberapa kekhawatiran mengenai 
beban hidup masyarakat akibat PPN, keberadaan pajak ini telah membantu negara 
meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, 
modifikasi PPN yang ada menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus menyesuaikan 
kebijakan fiskal dengan perkembangan ekonomi yang ada.  

PPN merupakan sumber penerimaan yang penting bagi pemerintah Indonesia, yang 
memberikan kontribusi yang signifikan terhadap anggaran negara. (Peltzman, 
2000)(Muhammad, 2024) "Tarif pajak bervariasi tergantung pada jenis barang atau jasa, 
dengan beberapa yang dikecualikan atau dikenakan tarif yang lebih rendah." (Wahyu, 2024)( 
TAFSIR et al., 2011) Pajak pertambahan nilai atau yang dikenal juga dengan PPN, saat ini 
memiliki tarif yang bervariasi tergantung pada jenis barang atau jasa yang dikenakan pajak. 
Beberapa barang atau jasa dikecualikan dari pajak ini atau dikenakan tarif yang lebih rendah 
untuk meringankan beban konsumen. Selain itu, PPN juga membantu mendorong 
transparansi dan kepatuhan pajak di seluruh rantai produksi dan distribusi barang dan jasa. 
Dengan penerapan PPN, pemerintah dapat menghimpun dana yang dibutuhkan untuk 
membiayai program pembangunan dan pelayanan publik. Meskipun terdapat pro dan kontra 
terkait kebijakan PPN, tidak dapat dipungkiri bahwa pajak ini memiliki peran yang sangat 
penting dalam menjaga stabilitas perekonomian negara. Dengan adanya PPN, transparansi 
dalam sistem perpajakan juga dapat ditingkatkan sehingga dapat meminimalkan peluang 
terjadinya penyimpangan dan penghindaran pajak. Selama bertahun-tahun, PPN telah 
mengalami beberapa perubahan dan penyesuaian untuk memastikan efektivitasnya dalam 
menghasilkan pendapatan dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Beberapa 
perubahan tersebut antara lain penyesuaian tarif pajak untuk mencerminkan perubahan 
kondisi ekonomi dan kebijakan fiskal yang diperbarui. Selain itu, pemerintah terus 
mengevaluasi sistem PPN untuk memastikan pajak ini tetap efisien dan adil bagi semua pihak. 
“Dengan PPN yang baik, diharapkan dapat memberikan dorongan yang signifikan bagi 
pembangunan ekonomi Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.” (Nazaki & 
Anggria, t.t.)(Dhafa et al., 2024). 

Pemerintah juga mengambil langkah-langkah untuk mengurangi potensi kebocoran pajak 
dan memperketat penegakan hukum terhadap pelanggar pajak. Selain itu, upaya untuk 
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak juga terus dilakukan. 
Dengan demikian, sistem perpajakan yang baik akan memberikan manfaat jangka panjang 
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bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. “Dengan penerapan 
kebijakan PPN yang efektif, diharapkan dapat memperkuat struktur fiskal negara dan 
mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.” (Abdullah, 2014)(Dhafa et al., 2024). 
Selain itu, langkah-langkah pencegahan terhadap praktik perpajakan yang tidak tepat juga akan 
membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Dengan 
demikian, Indonesia dapat memperoleh pendapatan yang lebih besar untuk membiayai 
pembangunan infrastruktur dan program pembangunan lainnya yang berdampak positif bagi 
seluruh lapisan masyarakat. 

Beberapa tantangan PPN harus di perbaiki seperti Sosialisasi perpajakan memperkuat 
pengaruh insentif perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, namun sosialisasi perpajakan 
memperlemah pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Diana & 
Deni, 2023). Kemudian juga Insentif perpajakan seperti tax holiday hanya diberikan kepada 
perusahaan yang melakukan investasi pada industri pionir, seperti industri logam dasar, 
permesinan, dan sumber daya terbarukan, contoh lainnya juga Startup di Indonesia yang 
dominan pada sektor e-commerce, fintech, dan gaming tidak dapat memanfaatkan insentif 
tersebut. Pemerintah dapat memberikan insentif lain seperti menetapkan syarat tertentu agar 
startup dapat berkembang, seperti memperbanyak kegiatan riset dan pengembangan [1].” 
(Ramadhanty, 2021)(Oryamah Yayu, 2011)(Desak & Suparna, 2023). Misalnya, perusahaan 
manufaktur di Indonesia yang memproduksi produk dari bahan baku hingga barang jadi akan 
memungut dan membayar PPN di setiap tahapan produksi, mulai dari pembelian bahan baku 
hingga penjualan produk akhir kepada konsumen. Hal ini membantu memastikan bahwa 
semua nilai tambah yang dihasilkan dalam rantai pasokan dikenakan pajak sesuai dengan 
peraturan yang berlaku, yang kemudian akan digunakan untuk mendukung pembangunan 
ekonomi negara. Dengan demikian, evolusi PPN yang sedang berlangsung telah memberikan 
kontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan negara dan menciptakan lingkungan 
bisnis yang lebih transparan dan adil bagi semua pihak yang terlibat.  

Salah satu keuntungan utama PPN adalah kemampuannya untuk menghasilkan 
pendapatan bagi pemerintah tanpa membebani wajib pajak perorangan (Karimah, t.t.) Dengan 
memungut pajak pada berbagai tahap produksi, pemerintah dapat mendistribusikan beban 
pajak secara lebih merata dan memastikan bahwa semua bisnis memberikan kontribusi yang 
adil. Hal ini tidak hanya membantu mendanai layanan pemerintah yang penting dan proyek 
infrastruktur tetapi juga mendorong distribusi kekayaan yang lebih adil dalam perekonomian. 
Lebih jauh lagi, transparansi dan akuntabilitas yang dibangun dalam sistem PPN membuat 
lebih sulit bagi bisnis untuk menghindari pajak, yang pada akhirnya mengarah pada proses 
pengumpulan pajak yang lebih efisien dan efektif. Secara keseluruhan, penerapan sistem PPN 
dapat meningkatkan pendapatan pemerintah tanpa membebani wajib pajak perorangan. Hal 
ini dapat membantu mendukung pertumbuhan dan stabilitas ekonomi dalam jangka panjang. 

 
LANDASAN TEORI 

 
A. Perspektif kenaikan PPN  

PPN telah mengalami perubahan untuk beradaptasi dengan pertumbuhan ekonomi 
Indonesia. Kenaikan PPN sebesar 12% baru-baru ini merupakan langkah yang diambil untuk 
beradaptasi dengan kondisi ekonomi Indonesia yang sedang tumbuh. “Penerimaan negara dari 
pajak dapat meningkat dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan 
nasional karena pajak merupakan sumber pendapatan negara yang terbesar dan memiliki peran 
penting dalam kelangsungan hidup suatu negara [2].” (Tri et al., 2019)(Larasati, 2022)(Tiraada, 
2013)(Venichia et al., 2020). Meskipun kenaikan ini dapat memengaruhi harga barang dan jasa, 
namun diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi 
Indonesia. Selain itu, langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk menciptakan 
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keadilan dalam sistem perpajakan dan memastikan semua pihak berpartisipasi dalam 
membangun negara. “Kenaikan pajak dapat memperkuat keuangan negara dan memungkinkan 
pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat dengan 
meningkatkan penerimaan pajak yang dapat digunakan untuk investasi pada layanan publik 
seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur [1].” (Muhammad, 2023). Dengan kontribusi 
pajak yang lebih besar, pemerintah dapat mengalokasikan dana ke sektor-sektor yang 
membutuhkan seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selain itu, langkah ini juga 
dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia, sehingga 
mendorong pertumbuhan sektor usaha dan lapangan kerja. Kebutuhan untuk beradaptasi 
dengan lingkungan usaha Indonesia yang terus berubah menjadi salah satu kekuatan utama 
yang mendorong perbaikan dan revisi sistem PPN secara terus-menerus. Pemerintah harus 
menentukan cara mengenakan pajak terhadap kegiatan ekonomi baru ini karena e-commerce 
dan transaksi digital semakin menonjol.  

 

B. Pengawalan Pengaruh kenaikan Pajak Pada Semua Sektor 
Untuk memastikan bahwa semua bisnis, baik tradisional maupun online, membayar pajak 

secara wajar, undang-undang dan pedoman baru telah diterapkan. Kenaikan PPN sebesar 12% 
baru-baru ini dapat dilihat sebagai langkah yang diperlukan untuk lebih memperkuat upaya 
pemungutan pajak pemerintah Indonesia. Kenaikan ini tidak hanya akan membantu 
menghasilkan lebih banyak pendapatan bagi pemerintah tetapi juga mencegah individu dan 
bisnis terlibat dalam praktik penghindaran pajak. Dengan mengenakan pajak yang lebih tinggi, 
pemerintah bertujuan untuk menciptakan sistem pajak yang lebih adil di mana setiap orang 
membayar pajak secara wajar. Selain itu, peningkatan pendapatan dari PPN akan 
memungkinkan pemerintah untuk mendanai layanan publik dan proyek infrastruktur yang 
penting, yang pada akhirnya akan menguntungkan seluruh penduduk. Misalnya, kenaikan PPN 
baru-baru ini mungkin telah meningkatkan harga barang-barang konsumsi, tetapi juga akan 
memastikan bahwa semua warga negara berkontribusi untuk mendanai layanan publik seperti 
kesehatan dan pendidikan. Langkah ini juga akan mencegah penghindaran pajak dan 
mempromosikan budaya kepatuhan, yang pada akhirnya akan memperkuat ekonomi dan 
meningkatkan efisiensi pemerintah secara keseluruhan. Namun, dalam beberapa kasus, 
peningkatan beban PPN dapat secara tidak proporsional memengaruhi individu 
berpenghasilan rendah yang sudah berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Lebih jauh 
lagi, kemampuan pemerintah untuk mengalokasikan peningkatan pendapatan secara efisien 
untuk layanan publik dan proyek infrastruktur dapat terhambat oleh korupsi atau salah urus, 
yang menyebabkan ketidaksetaraan dan inefisiensi lebih lanjut dalam sistem. Meskipun 
peningkatan PPN dapat membantu mencegah penghindaran pajak dan meningkatkan efisiensi 
pemerintah, hal itu dapat memperburuk beban keuangan pada individu berpenghasilan rendah 
dan berpotensi disalahgunakan oleh pejabat yang korup, yang menyebabkan ketidaksetaraan 
dan inefisiensi lebih lanjut dalam sistem. Peningkatan PPN justru dapat memperburuk beban 
keuangan masyarakat berpenghasilan rendah, karena mereka harus membayar lebih untuk 
barang dan jasa penting. Selain itu, korupsi atau salah urus dalam pemerintahan dapat 
menghambat alokasi pendapatan yang meningkat secara efisien untuk layanan publik dan 
proyek infrastruktur. Misalnya, di negara yang menaikkan PPN untuk memerangi 
penghindaran pajak, keluarga berpenghasilan rendah mungkin kesulitan untuk memenuhi 
kebutuhan dasar seperti makanan dan perawatan kesehatan. Lebih jauh lagi, jika pejabat 
pemerintah menyalahgunakan peningkatan pendapatan untuk keuntungan pribadi alih-alih 
menginvestasikannya kembali dalam layanan publik, ketimpangan dan inefisiensi dalam sistem 
hanya akan bertambah parah. 

Kenaikan harga rata-rata semua barang dan jasa dalam suatu perekonomian secara 
berkelanjutan dikenal sebagai inflasi.Inflasi dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti 
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peningkatan permintaan, inflasi akibat dorongan biaya, atau ekspansi moneter. Inflasi diukur 
menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan dapat berdampak pada perekonomian, 
termasuk mengurangi daya beli konsumen dan memengaruhi suku bunga. (Hess, 
t.t.)(Peltzman, 2000). Inflasi juga dapat dipicu oleh langkah-langkah peningkatan pendapatan 
seperti PPN, yang dapat menyebabkan harga barang dan jasa naik. Kenaikan harga ini dapat 
secara langsung memengaruhi konsumen, terutama keluarga berpenghasilan rendah, yang 
mungkin kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Karena harga terus naik, konsumen mungkin 
mendapati diri mereka dengan daya beli yang berkurang, yang pada akhirnya menyebabkan 
tekanan dan kesulitan keuangan. Inflasi juga dapat memengaruhi suku bunga, sehingga 
konsumen lebih mahal untuk meminjam uang dan semakin memperburuk tantangan keuangan 
yang mereka hadapi. PPN 12 di Indonesia telah menimbulkan kekhawatiran tentang 
menurunnya daya beli konsumen, terutama keluarga berpenghasilan rendah. Meningkatnya 
harga barang dan jasa yang diakibatkan oleh langkah-langkah peningkatan pendapatan seperti 
PPN dapat membebani individu yang sedang berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar. 
Daya beli yang berkurang ini dapat menyebabkan tekanan dan kesulitan keuangan bagi 
konsumen karena mereka berjuang untuk mengimbangi kenaikan biaya. 

 
C. Pandangan Ilmuan Islam terhadap Pengaruh Pajak pada Ekonomi 

Dampak kenaikan PPN terhadap pendapatan masyarakat telah banyak dibahas dalam 
literatur ekonomi. “Ibnu Khaldun menyatakan bahwa pajak tidak langsung seperti PPN yang 
menggerogoti daya beli seluruh masyarakat harus segera dihapuskan. Penghapusan PPN secara 
spontan akan menurunkan harga barang, sehingga permintaan akan meningkat. Peningkatan 
permintaan tersebut, asalkan didukung oleh iklim investasi yang kondusif, akan mengundang 
investor untuk menanamkan modalnya dan menciptakan penawaran. Interaksi antara 
permintaan dengan penawaran akan menciptakan keuntungan bagi perusahaan, yang 
selanjutnya akan dikenai pajak oleh administrasi perpajakan yang rapi dan jujur, sehingga 
penerimaan negara akan meningkat” (Yani, 2024). 

 Namun, di samping itu, dampak sosial berupa ketimpangan yang semakin parah juga perlu 
diperhatikan dalam analisis ini. Dalam konteks ekonomi makro, kenaikan PPN juga dapat 
berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Jika masyarakat merasa terbebani 
dengan kenaikan PPN, maka konsumsi dapat menurun, yang pada gilirannya dapat 
memengaruhi pertumbuhan ekonomi negara secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan 
penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi dampak kenaikan PPN secara menyeluruh 
terhadap berbagai aspek ekonomi dan sosial masyarakat. Misalnya, ketika pemerintah 
menaikkan PPN atas barang konsumsi sehari-hari, masyarakat berpenghasilan rendah akan 
semakin terbebani karena pengeluaran mereka akan meningkat. Hal ini dapat menyebabkan 
daya beli mereka menurun dan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi secara 
keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan keseimbangan ekonomi 
masyarakat secara keseluruhan sebelum mengambil keputusan mengenai kebijakan perpajakan 
seperti menaikkan PPN. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan bagaimana dampak 
kenaikan PPN ini terhadap sektor usaha dan investasi di dalam negeri. Dengan demikian, 
penelitian ini akan membantu pemerintah dalam membuat kebijakan yang lebih bijak dan 
berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat secara 
keseluruhan. Misalnya, jika kenaikan PPN dilakukan tanpa memperhitungkan daya beli 
masyarakat, dapat terjadi penurunan konsumsi dan investasi yang pada akhirnya akan 
menghambat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, jika kenaikan PPN tidak diimbangi dengan 
kebijakan stimulus ekonomi lainnya, dapat menimbulkan inflasi yang merugikan sektor usaha 
dan merugikan investasi dalam negeri. : Landasan teori yang mendukung pentingnya 
transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan penerimaan pajak telah banyak dibahas oleh 
para ekonom dan pembuat kebijakan. Menurut teori ekonomi, transparansi dalam penggunaan 
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dana publik dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan meminimalkan 
potensi penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, akuntabilitas juga dianggap penting untuk 
memastikan bahwa setiap rupiah pajak yang dihimpun benar-benar digunakan untuk 
kepentingan publik dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. 
Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memperkuat mekanisme transparansi dan 
akuntabilitas dalam pengelolaan penerimaan pajak untuk memastikan bahwa sumber daya 
publik digunakan secara efisien dan efektif untuk kesejahteraan seluruh warga negara. Dengan 
demikian, transparansi dan akuntabilitas menjadi fondasi penting dalam menjaga integritas 
pemerintah dan membangun kepercayaan publik. Melalui mekanisme yang transparan dan 
akuntabel, publik dapat melihat dengan jelas bagaimana dana pajak mereka dikelola dan 
digunakan untuk kebaikan bersama. Hal ini akan membantu mengurangi potensi 
penyalahgunaan kekuasaan dan meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya publik. 
Dengan demikian, pemerintah perlu terus memperkuat sistem transparansi dan akuntabilitas 
dalam pengelolaan pajak untuk memastikan terciptanya pemerintahan yang bersih dan 
bertanggung jawab. 

 
METODE PENELITIAN 

 

Metode Penelitian Menggunakan Studi Literatur Mengenai Kenaikan PPN di Indonesia 
telah menjadi topik penting dalam perdebatan ekonomi dan kebijakan publik. Kenaikan PPN 
dapat berdampak pada berbagai sektor ekonomi dan juga dapat memengaruhi tingkat inflasi 
serta daya beli masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memahami metode penelitian 
yang digunakan dalam studi literatur untuk mengkaji kenaikan PPN ini. Dengan 
menggunakan studi literatur, peneliti dapat menganalisis berbagai aspek terkait kenaikan 
PPN di Indonesia, termasuk dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, investasi, dan 
konsumsi. Penelitian ini juga dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang 
efektivitas kebijakan PPN dalam meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi defisit 
anggaran. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang metode penelitian yang digunakan, 
diharapkan hasil studi literatur ini dapat memberikan masukan yang berharga bagi para 
pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan PPN yang lebih efektif dan berkelanjutan. 
Diharapkan temuan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi konkret untuk 
memperbaiki kelemahan dalam penerapan kebijakan PPN saat ini. Selain itu, penelitian ini 
juga dapat menjadi referensi bagi negara lain yang sedang mempertimbangkan untuk 
menaikkan PPN dalam upaya mengatasi tantangan ekonomi yang dihadapinya. Melalui 
pendekatan yang komprehensif dan analisis yang mendalam, studi ini diharapkan dapat 
memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan kebijakan fiskal yang lebih 
efektif dan berkelanjutan di Indonesia.harus disertai dengan penjelasan yang memadahi. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Adanya kenaikan PPN mempengaruhi perilaku konsumen juga dapat terjadi akibat 
menurunnya daya beli, di mana konsumen mungkin lebih memilih untuk menunda pembelian 
barang yang tidak mendesak atau mencari alternatif yang lebih murah. Hal ini dapat 
berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, karena penurunan daya beli 
konsumen dapat menurunkan permintaan barang dan jasa. Oleh karena itu, penting bagi 
pemerintah dan sektor swasta untuk mencari solusi yang dapat membantu meningkatkan daya 
beli konsumen dan mencegah kemungkinan terjadinya krisis keuangan lebih lanjut. Salah satu 
solusi yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan program subsidi kebutuhan pokok, 
sehingga konsumen dapat tetap membeli barang tersebut meskipun harganya mengalami 
kenaikan. Selain itu, pemerintah juga dapat meningkatkan program pelatihan dan pendidikan 
untuk meningkatkan keterampilan dan kualifikasi tenaga kerja, sehingga dapat meningkatkan 
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pendapatan masyarakat secara keseluruhan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan 
dapat membantu mengurangi dampak penurunan daya beli konsumen dan mencegah 
terjadinya krisis ekonomi yang lebih besar.  

Pemerintah juga perlu mengoptimalkan pengawasan pasar agar tidak terjadi 
penyalahgunaan kekuatan pasar yang dapat menyebabkan kenaikan harga yang tidak wajar. 
Selain itu, perlu ada kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam 
mencari solusi bersama agar kondisi ekonomi dapat kembali stabil. Dengan langkah terpadu 
dan berkelanjutan, diharapkan perekonomian dapat pulih dan masyarakat dapat kembali 
memiliki daya beli yang stabil. Hal ini memerlukan kerja sama yang erat antara semua pihak 
yang terlibat, baik pemerintah, perusahaan, maupun masyarakat umum. Langkah konkret 
seperti program bantuan sosial, stimulus ekonomi, dan kebijakan fiskal yang tepat juga perlu 
segera dilaksanakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Selain itu, edukasi tentang 
pentingnya pengelolaan keuangan yang bijak juga perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat 
mengelola keuangannya dengan lebih baik di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil. Semua 
pihak harus bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dalam mengatasi dampak 
menurunnya daya beli konsumen dan menjamin kesejahteraan ekonomi bagi seluruh lapisan 
masyarakat. Di samping itu Biaya produksi yang lebih tinggi akibat naiknya harga barang dan 
jasa dapat menyebabkan daya beli konsumen menurun, yang pada gilirannya dapat berdampak 
negatif terhadap pelaku usaha. Perusahaan dapat menghadapi penurunan penjualan dan laba 
jika konsumen mengurangi pengeluarannya. Selain itu, perusahaan juga dapat dipaksa untuk 
menaikkan harga produknya untuk menutupi biaya produksi yang lebih tinggi, yang dapat 
mengurangi daya saingnya di pasar. Selain itu, perubahan perilaku konsumen juga dapat 
memengaruhi strategi pemasaran dan pengembangan produk perusahaan. Oleh karena itu, 
penting bagi perusahaan untuk memahami dan beradaptasi dengan perubahan daya beli dan 
perilaku konsumen agar tetap kompetitif di pasar.  

Perusahaan harus terus melakukan riset pasar dan memantau tren konsumen untuk 
mengantisipasi kemungkinan perubahan. Dengan memahami preferensi konsumen, 
perusahaan dapat mengembangkan strategi pemasaran yang tepat dan menghasilkan produk 
yang memenuhi kebutuhan pasar. Selain itu, membangun hubungan yang kuat dengan 
konsumen juga penting untuk menjaga loyalitas pelanggan dan meningkatkan citra perusahaan 
di mata konsumen. Dengan cara ini, perusahaan dapat tetap kompetitif dan berhasil 
menghadapi perubahan perilaku konsumen dan daya belinya. Dengan melakukan riset pasar 
secara berkala, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang baru dan mengantisipasi 
kemungkinan persaingan. Selain itu, dengan terus memantau tren konsumen, perusahaan 
dapat merespons dengan cepat perubahan selera dan preferensi konsumen. Ini akan 
membantu perusahaan tetap relevan di pasar dan mempertahankan posisinya sebagai 
pemimpin industri. Dengan demikian, perusahaan dapat terus tumbuh dan mencapai 
kesuksesan jangka panjang. Misalnya, perusahaan teknologi yang terus melakukan riset pasar 
untuk mengidentifikasi tren konsumen yang sedang berkembang dapat meluncurkan produk 
baru yang sesuai dengan preferensi konsumen. Dengan demikian, perusahaan dapat 
memenangkan persaingan di pasar dan meningkatkan pangsa pasar mereka secara signifikan. 
Namun, meskipun perusahaan melakukan riset pasar yang ekstensif, mereka mungkin gagal 
memperhitungkan faktor eksternal yang dapat memengaruhi penerimaan produk baru 
mereka. Misalnya, mungkin ada perubahan dalam peraturan atau kebijakan pemerintah yang 
dapat menghambat adopsi produk baru oleh konsumen.  

Penurunan permintaan produk baru juga dapat disebabkan oleh perubahan tren atau 
preferensi konsumen yang tidak terduga. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk 
selalu memantau pasar dan tetap fleksibel dalam menanggapi perubahan lingkungan eksternal. 
Selain itu, perusahaan juga perlu memiliki strategi pemasaran yang efektif untuk memastikan 



Mutawazzin(Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo) 

Volume 5, Nomor 2, Oktober 2024 

 

 

128 
 

produk barunya diterima dengan baik oleh pasar. Selain itu, kerja sama dengan pihak terkait 
seperti distributor dan pengecer juga dapat membantu memperluas jangkauan produk dan 
meningkatkan penetrasi pasar. Dengan mempertimbangkan semua faktor tersebut, 
perusahaan dapat meminimalkan risiko dan meningkatkan keberhasilan peluncuran produk 
barunya. Dengan demikian, penting bagi perusahaan untuk terus melakukan riset pasar dan 
analisis tren konsumen guna mengidentifikasi peluang dan ancaman yang ada. Selain itu, 
perusahaan juga perlu memperhatikan umpan balik konsumen terhadap produk barunya 
untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi. Dengan menjaga kualitas produk dan 
memberikan layanan yang baik, perusahaan dapat membangun loyalitas konsumen dan 
mencapai keberhasilan dalam penetrasi pasar. Dengan cara ini, perusahaan dapat memperkuat 
posisinya di pasar dan memenangkan persaingan dengan para pesaing. Selain itu, dengan 
memperhatikan kebutuhan dan keinginan konsumen, perusahaan dapat menciptakan produk 
yang sesuai dengan pasar dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan strategi yang tepat 
dan komitmen terhadap kualitas, perusahaan dapat memastikan keberhasilan jangka panjang 
dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Misalnya, perusahaan teknologi Apple dikenal 
dengan kualitas produknya yang tinggi dan layanan pelanggan yang baik, sehingga berhasil 
membangun loyalitas konsumen yang kuat. Dengan terus mendengarkan kebutuhan pasar dan 
menghasilkan inovasi terbaru, Apple mampu mempertahankan posisinya di pasar dan 
mengalahkan para pesaingnya. 

Perubahan strategi bisnis perusahaan dapat menjadi kunci untuk tetap relevan dan 
kompetitif di pasar yang terus berubah. Selain itu, adaptasi terhadap perkembangan teknologi 
dan tren konsumen juga penting agar perusahaan dapat terus tumbuh dan memenangkan 
persaingan. Oleh karena itu, perusahaan perlu terus memantau lingkungan bisnis dan 
melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa strategi bisnis yang diterapkan 
masih sesuai dengan tujuan perusahaan dan kebutuhan pasar. Dengan demikian, perusahaan 
dapat terus tumbuh dan mencapai keberhasilan jangka panjang. Dengan cepatnya perubahan 
lingkungan bisnis, perusahaan harus dapat beradaptasi dengan cepat dan efektif agar tidak 
tertinggal dari para pesaing. Selain itu, dengan memahami kebutuhan dan preferensi 
konsumen, perusahaan dapat menciptakan produk dan layanan yang lebih sesuai dengan 
pasar. Dengan strategi bisnis yang fleksibel dan responsif, perusahaan dapat menghadapi 
tantangan dan peluang yang muncul di pasar global saat ini. Dengan demikian, perusahaan 
dapat memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan keberlanjutan jangka panjang. 
Misalnya, perusahaan teknologi seperti Apple terus mengembangkan produk inovatif yang 
menarik konsumen, seperti iPhone dan iPad. Mereka juga secara aktif memantau tren pasar 
dan kebutuhan konsumen untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan mempertahankan 
posisi mereka di pasar global. Dengan strategi ini, Apple berhasil mencapai kesuksesan jangka 
panjang dan tetap bertahan. 

 
 

PENUTUP 
 

Penurunan permintaan produk dan pergeseran strategi bisnis berdampak signifikan pada 
pendapatan pemerintah. Terjadi peningkatan pendapatan pajak, yang memungkinkan dana 
dialokasikan untuk layanan publik. Namun, ada pula implikasi ekonomi dari tarif PPN yang 
lebih tinggi yang perlu dipertimbangkan. Saat membandingkan perubahan ini dengan negara 
lain, penting untuk menganalisis hasil ekonomi dan belajar dari contoh internasional. Ke 
depannya, rekomendasi kebijakan untuk pemerintah, saran untuk konsumen dan bisnis, serta 
strategi jangka panjang untuk mengelola kenaikan PPN akan sangat penting dalam 
memastikan stabilitas ekonomi. Sebagai kesimpulan, ringkasan temuan utama akan menyoroti 
pentingnya beradaptasi dengan perubahan ini untuk mempertahankan ekonomi yang sehat. - 
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Implikasi bagi perekonomian Indonesia Kenaikan tarif PPN yang lebih tinggi dapat 
berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Dampak ini dapat dirasakan di 
berbagai sektor ekonomi, termasuk konsumen, bisnis, dan pemerintah. Oleh karena itu, 
diperlukan analisis mendalam untuk memahami implikasi kebijakan ini. Selain itu, belajar dari 
pengalaman negara lain juga dapat memberikan wawasan berharga untuk mengelola 
perubahan ini secara efektif. Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan keseimbangan 
antara peningkatan penerimaan negara dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat. 
Kebijakan kenaikan tarif PPN harus didukung oleh langkah-langkah lain yang dapat 
mengurangi dampak negatifnya, seperti peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan publik 
dan pengembangan sektor-sektor ekonomi yang berpotensi untuk tumbuh. Dengan demikian, 
Indonesia dapat menghadapi perubahan tersebut dengan lebih siap dan mampu menjaga 
stabilitas ekonomi dalam jangka panjang. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kerja 
sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.  

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kebijakan ekonomi juga menjadi kunci 
untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 
Dengan langkah yang tepat, Indonesia dapat memanfaatkan peluang yang ada dan mengatasi 
tantangan yang muncul dalam menghadapi perubahan ekonomi global. Dengan demikian, 
penting bagi Indonesia untuk terus melakukan reformasi struktural, meningkatkan daya saing 
ekonomi, dan memperkuat fondasi ekonomi domestik. Peningkatan investasi di bidang 
infrastruktur, pendidikan, dan inovasi teknologi juga perlu didorong untuk mendukung 
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, Indonesia perlu memperkuat kerja sama 
regional dan internasional untuk memperluas pasar ekspor dan mengurangi ketergantungan 
pada pasar tunggal. Dengan langkah proaktif tersebut, Indonesia dapat memperkuat posisinya 
sebagai salah satu kekuatan ekonomi utama di kawasan Asia Tenggara. Dengan demikian, 
Indonesia akan mampu menghadapi tantangan ekonomi global dengan lebih baik dan 
memanfaatkan peluang perdagangan yang tersedia di pasar internasional. Selain itu, dengan 
memperkuat kerja sama regional dan internasional, Indonesia dapat memperluas jaringan 
perdagangan dan investasinya sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi 
pertumbuhan ekonomi global. Dengan komitmen yang kuat untuk melakukan reformasi dan 
terus mendorong inovasi, Indonesia akan mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi 
yang stabil dan berkelanjutan dalam jangka panjang.  

Penting untuk mempertimbangkan implikasi potensial terhadap layanan publik dan 
pertumbuhan ekonomi. Alokasi dana yang dihasilkan dari kenaikan tarif PPN akan 
memainkan peran penting dalam menentukan dampak keseluruhan terhadap pendapatan 
pemerintah. Selain itu, membandingkan tarif PPN Indonesia dengan negara lain dapat 
memberikan wawasan berharga tentang potensi hasil ekonomi dan memberikan rekomendasi 
kebijakan. Dengan menelaah contoh-contoh internasional dan pelajaran yang dipetik, para 
pembuat kebijakan dapat mengembangkan strategi jangka panjang untuk mengelola kenaikan 
PPN secara efektif. Sebagai kesimpulan, implikasi kenaikan PPN terhadap ekonomi Indonesia 
cukup signifikan, dan penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami sepenuhnya dampak 
jangka panjangnya. Penting untuk melibatkan ekonom dan analis kebijakan dalam proses 
evaluasi ini guna menentukan dampak keseluruhan terhadap pendapatan pemerintah. Selain 
itu, membandingkan tarif PPN Indonesia dengan negara lain dapat memberikan wawasan 
berharga tentang potensi hasil ekonomi dan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih 
tepat. Dengan memeriksa contoh-contoh internasional dan pelajaran yang dipetik, para 
pembuat kebijakan dapat mengembangkan strategi jangka panjang untuk mengelola kenaikan 
PPN secara efektif, sehingga meminimalkan potensi dampak negatifnya. Sebagai kesimpulan, 
implikasi kenaikan PPN terhadap ekonomi Indonesia cukup signifikan, dan penelitian lebih 
lanjut diperlukan untuk memahami dampak jangka panjangnya. 
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